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PERATURAN BUPATI TORA"'A UTARA
NOMOR 62 TAI{UN 2019

TENTANG

SUSUNAI$ ORGANISASI, KEDUDUKAN, TI,JGAS POKOK, FUNGSI DAN
RINCIAN TUGAS SERTA TATA KETI-.IA SEKR TARIAT DAERAH

IGBI'PATEN TORA"IA LTTARA

DENGAT'I RAHMAT TUHAN YANG MA}IA ESA

BUPATI TORA'A UTARA,

Menimbang

Mengingat

batrwa unhrk melaksanakan ketenttran Pasal 25
Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tatrun
2019 tentang Homan Nomenklahrr dan Unit Kerja
Sekretariat Daeratr Pnovinsi dan l(abupaten/Kota dan
ketentuan Pasal 43 Peratrrran Daerah l(a.bupaten
I(abupaten Toraja Utaxa Nomor 4 Tatnrn 2Ot6
tentanrg Pembenhrkan dan Susunan Pemngfuat
Daeratr l(abupaten Torqia Utara, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, T\rgas Pokok, Fungsi, Dan
Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Selcrctariat Daeratr
I(abupaten Toraja Utaxa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang
Pembenhrkan Kabupaten Torqia Utara di Pnovinsi
Sutrawesi Sclatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatnrn 2OO8 Nomor 1O1, Tambahart
L€mhran Negara Republik Indonesia Nomor a87a\
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang
Aparatur Sipil Negary flrmbaran Negara Republik
Indonesia Taturn 2OL4 Nomor 6, Tambatrart
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Ncimor 23 Tatrun 2Ol4 tentang
Femerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatnrn 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana t€lah diubatr beberapa lrali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatnrn 2015
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Iembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
eTol;

7, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2O16 Nomor 4, Tambahan
kmbaran Daerah
Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN
TUGAS SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TORA"IA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Toraja Utara
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Toraja Utara.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati

Toraja Utara.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Toraja Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

9. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan Lugas
jabatan.

10. Fungsi adalah pekeq'aan-pekerjaan yang
penjabaran dari tugas pokok.

11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas
semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok
yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Sekretariat Daerah;
b. Asisten dan Kesejahteraan Rakyat

membawahi 4 (empat) Bagran meliputi:
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:

a. Subb"g;ran Administrasi Pemerintahan;
b. Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
c. Subbagian Otonomi Daerah.

2. Bagjan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
a. Subbagian Bina Mental Spiritual;
b. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat

Pelayalan Dasar; dan
c. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat Non

Pelayanan Dasar.
3. Bagian Hukum, membawahi:

a. Subbagian Pemndang-Undangan;
b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

4. Bagian Kerja Sama, membawahi:
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a. Subbagian Fasilitasi Keda Sama antar

b. Subbagian Fasilitasi Kerja Sama
Usaha/Swasta; dan

c, Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Keda Sama.
b. Asisten dan

membawahi 4 (empat) Bagian meliputi:
1. Bagian Perekonomian, membawahi:

a. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan iJmum Daerah;

b. Subbagian dan Distibusi
Perekonomian; dan

c. Subbagian Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Milrro Kecil.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, membahawi:
a. Subbagian Eina Pembangunan Daerah;
b. Subbagian Pengendalian program; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Pengadaan Barang dan Jasa,
membawahi:
a. Subbagian

Barang/Jasa;
Pengadaan

b. Subbagian Pengelolaan Layanan pengadaan
Secara Elektronik; dan

c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/ Jasa.

4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi:
a. Subbagian Sumber Daya Alam pertanian dan

Perikanan;
b. Subbagian Sumber Daya Alam

Hidup dan Air; dan
c. Subbagian Evaluasi dan pelaporan.

c. Asisten
Bagtan,

Umum, membawahi 4 (empat)

l. Bagian Umum, membawahi:
a. Subbagian Tata Usaha pimpinan, Sekretariat

Daerah, stafAhli dan
b. Subbagian perlengkapan; dan
c. Subbagian RumahTangga.

2. Bagran Organisasi, membawahi:
a. Subbagian Kelembagaan dan Anatisis

Jabatan;
b. Subbagian Tatalaksana dan pelayanan publik;

dan
c. Subbagian Reformasi Birokrasi dan

3. Bagian Protokol dan Komunikasi
membawahi:
a. Subb^glan Protokol;
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b. Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
c. Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

4.Bagian Perencanaan dan Keuangan,
membawahi:
a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
b.Subbagian Perbendaharaan dan Verilikasi; dan
c. Subbagian Akuntansi, Aset, dan Pelaporan.

e. Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran dan merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pelaksana
urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah.

(2) Set<retariat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Sekertaris yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagran Kesatu

Sekretaris Daerah

Pasal 4

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan
kewajiban membantu Bupati dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat Daerah
dan Perangkat Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada
mempunyai fungsi
a. penyusunan ke
b.

ayat (1) Sekertaris Daerah,
sebagai berikut:
bljakan Pemerintahan Daerah;

Sekertariat Daerah dan
pelaksanaan tugas Koordinasi perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi kebijakan
Pemerintahan Daerah;

administrasi dan Aparatur
Pemerintahan Daerah; dan

fungsi lain yang diberikan Bupati

d.
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(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a, mengkoordinasikan perumusan dan penetapan

visi, misi rencana strategis dan penetapan kinerja
lingkup Sekertariat Daerah;

b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan
mengawasi pelaksanaan tugas Sekertariat
Daerah;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Daerah;
d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan urusan

Daerah;
pelaksanan tugas Perangkat

Daerah mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
pelaporan;

f. mengkoordinasikan penJrusunan, pengkajian dan
evaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah;

g. melaksanakan fasilitasi kinerja Badan Usaha
Milik Daerah;

pen]rusunan rancartgan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(APBD), pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;

pen5rusunan bahan
perumusan rencana pembangunan jangka
menengah dan jangka panjang daerah, bahan
laporan Kinerja Instansi Pernerintah (LKjIP)
Sekretariat Daerah, Penetapan Kinerja (TAPKIN)
Sekertariat Daerah, bahan l,aporan Keterangan
Pertanggungiawaban (LKPJ) Bupati, bahan
laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), dan bahan Informasi
Pemerintahan Daerah {IPPD} ;

j. membina manajemen Kepegawaian Daerah;
k. membina Manajemen Keuangan Daerah;
l. membina manajemen pengelolaan barang milik

daerah/aset daerah;
m. membina pengembangan sistem informasi

pemerintahan daerah;
penyelenggaraan kerjasama

e

h.

1.

n.
Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
Kabupaten/ Kota, Instansi Pemerintah dalam dan
Luar Negeri dan/atau Swasta;
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

pemerintahan dan urusan
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penyelengaraan pelayanan
teknis administrasi kepada seluruh Perangkat
Daerah;

pelaksanaan tugas staf ahli
Bupati;

r. mengkoordinasikan pelaksanan tugas Sekretariat
Daerah;

s. memantau evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat
Daerah;

t. melaporkan pelaksanan tugas kepada Bupati; dan
u. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan

oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten di
Lingkungan Sekertariat Daerah yang meliputi:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
c. Asisten Administrasi Umum.

Begian Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralgrat
pasal 5

p

q

(1) Asisten pemerintahan dan
mempunyai tugas pokok

kesejahteraan ralryat
membantu Sekretaris

Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di
bidang pemerintahan, hukum, dan keg'a sama, dan

pen5rusunan kebijakan daerah di
bidang kesejahteraan rak5rat,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebljakan
daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan
ra\rat, hukum dan kerja sama serta Sekretariat
DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan Pemerintahan di bidang pendidikan,
Kebudayaan, Sosial, pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan
Perlindung Anak, Ketenteraman Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerl'a,

Kearsipan dan
Masyarakat dan Lembang,

Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil
serta koordinasi Kerukunan Umat Beragama.

(2) Untuk tugas pokok sebagaimana
asisten pemerintahan dan
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kesejahteraan ra\rat, mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. penJrusunan kebiiakan daerah di bidang tata

pemerintahan, hukum, dan ke{a sama;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di

bidang kesejahteraan rakyat;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat

Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum,
kesejahteraan ralryat dan kerja sama;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebiiakan
daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan
kerja sama;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pe.ncapaian tujuan kebiiakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebljakan di
bidang kesejahteraan rakyat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan,
hukum, kesejahteraan ralryat dan kerja sama yang
berkaitan dengan tugasnya.

(3) Tugas Pokok dan Fungsi asisten pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan asisten pemerintahan

dan kesejahteraan ralryat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tr gas;

b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan asisten
pe.merintahan dan kesejahteraan rakJrat untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyusun kebijakan daerah di bidang tata
pemerintahan, hukum dan kerja sama;

g. mengkoordinasikan penJrusunan kebijakan daerah
di bidang kesra;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat
Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum,
kesra dan kerja sama;

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaaa
kebijakan daerah di bidang tata pernerintahan,
hukum, kesra dan keg.a sama;

8



j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang kesra;

k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian
kebijakan pemerintahan daerah lingkup tata
pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;

l. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang tata pemerintahan,
hukum, kesra dan kerja sama;

m. melaksanakan pen5rusunan dan analisis data
bahan pe.nilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

n. dan men5nrsun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bagian tata pemerintahan;
dan

o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan,
hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan
dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 6

(1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala
Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan

perumusan kebijakan daerah,
perumusan kebiiakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebljakan daerah, pelaksanaan pembinaan
administrasi di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) bagian tata
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di

bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah;

b. penyiapan bahan perumusan
kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerah;

c. penyiapan bahan pelal<sanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi
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pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonorni daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dirinci sebagai berikut:
a. firen5rusun reneana kegiatan bagran tata

pemerintahan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian tata
pemerintahan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
hrgasnya;

f. menyiapkan dan men5rusun bahan perumusan
kebiliakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerah;

f. menyiapkan dan menJrusun bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewitrayahan dan otonomi daerah;

g. menyiapkan dan menJrusun bahan
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
Daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

h. menyiapkan dan menJrusun bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilaSrahan dan otonomi daerah;

i. melaksanakan inventarisasi perrnasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerah;

j. melaksanakan pen5rusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);
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k. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bagian tata pemerintahan;
dan

1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat
yang berkaitan dengan tugasnya,

Pasal 7

(1) Subbaglan Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh
kepala Subbagian mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bagian Tata Pemerintatran dalam
menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan
memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan;

(2) Tugas pokok subbagian administrasi pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai
berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan subbagian

administrasi pemerintahan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
administrasi pemerintahan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
ttrgasrrya;

f. menyiapkan dan men5rusun bahan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan;

g. menyiapkan dan menJrusun bahah perumusan
kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan;

h. menyiapkan dan men5rusun bahan
pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

i. melaksanakan fasilitasi Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah;

j. menyiapkan dan menSrusun bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan;
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k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalam rangka

masalah di bidang administrasi

l. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Keq'a pegawai (SKP);

m. menyiapkan dan menJrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian administrasi
pemerintahan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Subbagian Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh
kepala Subbagian tugas pokok
membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam
men5rusun bahan, menghimpun informasi laporan,
memfasilitasi, memantau dan
pelaksana^an kebljakan daerah di bidang administrasi
kewilayahan.

(2) Tugas pokok subbagian administrasi kewilayahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dirinci sebagai
berikut:
a. men5nrsun rencana kegiatan dan anggaran

subbbagian administrasi kewilayahan sebogai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

dan petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
administrasi pemerintahan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. mengoreksi, memaraf dan/atau menandata:rgani
naskah dinas;

rapat-rapat sesuai dengan bidang

b.

e.

tugasnya;
f. melaksanalan fasilitasi dan koordinasi

pembentukan, penghapusan, penggambungan
dan pemekaran wilayah kecamatan dan/ atau
kelurahan;

g. melaksanakan koordinasi penegasan batas
daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama tain
dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;

h. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan
wilayah;

dan menyusun bahan penetapanI
kode dan data kewilayahan;
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j. menJrusun bahan kebijakan pelimpahan sebagran
kewenangan Kepala Daerah dan Camat;

k. menyusun bahan kebiiakan pengelolaan dana
kelurahan;

l. melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebljakan daerah di bidang
administrasi kewilayahan;

m. rnelaksana.kan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalam rangka

masalah di bidang administrasi
kewilayahan;

n. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

o. menyiapkan dan menJrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbogan administrasi
kewilayahan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 9

(1) Subbagian Otonomi Daerah dipimpin oleh kepala
Subbagian mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bagian Tata Pernerintahan dalam menJ rsun
bahan, menghimpun informasi laporan,
memfasilitasi, memantau dan rnengevaluasi
pelaksanaan kebljakan daerah di bidang otonomi
daerah.

(2) Tugas pokok subbagian otonomi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:
a. menrusun rencana kegiatan dan anggaran

subbbagian otonomi daerah sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

dan memberi petunjuk
tugas sehingga berjalan lancar;

mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbqgian
administrasi kevrilayahan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancang€rn, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

inforrnasi l,aporan
Daerah (LPPD);

g. menJrusun bahan Laporan
Pemerintahan Daerah (LppD) ;

b.

c. memantau,

f.
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h. melaksanakan fasilitasi pen5rusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat
Daerah;

i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses

pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

j. melaksanakan fasilitasi pengusulan lzrn dan Cuti
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

k. men5rusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan
(AMJ) Kepala Daerah;

1. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan
dan pelaksanaan Pemilihan Um'um;

m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses

administrasi pergantian antar waktu pimpinan
dan anggota legislatif;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang otonomi
daerah;

o. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang otonorni daerah;

p. melaksanakan pen5rusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

q. men5riapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagtan otonomi daerah;
dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Paragraf 2

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 1O

(1) Bagian Kesejahteraaft Rakyat.drpimpin oleh kepala
bagian mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebljakan di bidang bina mental spiritual,
kesejahteraan ralgrat pelayanan dasar, dan
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagran kesejahteraan ralgrat
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan

di bidang bina mental spiritual, kesejatrteraan
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rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan ralryat
non pelayanan dasar;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan hrgas
Perangkat Daerah di btdang bina mental spiritud,
kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan
kesejahteraan ralyat non pelay'anan dasar;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan terkait pencapaian tujuan kebljakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhl pencapaian tujuan keb[jakan di
bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat
pelayanan dasar, dan kesejahteraan ralglat non
pelayanan dasar; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat
yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Tugas pokok dan fungsi bagian kesejahteraan ralryat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran bagtan

kesejahteraan ralryat sebagai pedoman dalam
tugas;

b. dan memberi petunjuk
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pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c, memantau, mengawasi dan

pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian
kesejahteraan ralryat untuk
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyiapkan dan men5 rsun bahan
pengoordinasian perumusan kebiiakan di bidang
bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat
pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non
pelayanan dasar;

g. menyiapkan dan menJrusun bahan
tugas Perangkat

Daerah di bidang bina mental spiritual,
kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan
kesejahteraan ralrjrat non pelayanan dasar;

h. menyiapkan dan menyusun bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait
pencapaian tqjuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang
pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina
mental spiritual, kesejahteraan ra"kyat pelayanan



dasar, dan kesejahteraan ralryat non pelayanan
dasar;

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka

masalah di bidang bina mental
spiritual, kesejahteraan ralqrat pelayanan dasar,
dan kesejahteraan ralgrat non pelayanan dasar;

j. melaksanakan pen5rusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

k. menyiapkan dan menJrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bagran kesejahteraan
ralryat; dan

l. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ra\rat
yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 11

(1) Subbagian Bina Mental Spiritual dipimpin oleh
Kepala subbagian mempunyai tugas pokok penyiapan
bahan
daerah,

perumusan kebijakan
pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, dan evaluasi
pelaksanaan kebiiakan daerah di bidang bina mental
spiritual.

(2) Tugas pokok subbagian bina mental spiritual
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dirinci sebagai
berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan dan anggaran

subbbagian bina mental spiritual sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga beq'alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
bina mental spiritual untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

dan menyusun data tentang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan

keagamaan;
dan menyusun bahan perumusan

kebiiakan yang berhubungan dengan sarana
sarana pendidikan egarrra dan

f.

c.

pendidikan keagamaan;

16



1.

h. menyiapkan dan men5rusun bahan koordinasi
dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan sarana SAr{AMEI

pendidikan aganra dan pendidikan keagamaan;
menyiapkan dan menyusun bahan penJrusunan
petunjuk pelaksanaan di bidang sarana

sarana agama dan
keagamaan;

j. menyiapkan dan menyusun bahan pertimbangan
pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan,
MTFIiET agama dan
keagamaan;

k. menyiapkan, menJrusun,
merumuskan kebijakan Daerah bidang lembaga
dan kerukunan keagamaan;

l. menyiapkan, menyusun, dan
bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan
dan kerukunan umat beragama;

m. melakukan pembinaan, fasilitasi dan
pengembangan kerja sarta antar lembaga
keagamaan dan kerukunan umat beragama;

n. menylapkan dan menyusun bahan pengolahan
data, saran, pertimbangan serta koordinasi
kegiatan dan penlrusunan laporan program
pembinaan umat beragama dan kerja sama antar
lembaga keagamaan;

o. melakukan koordinasi lintas sektor di bidang
kerukunan umat beragama dan serta kerja sama
antar lembaga keagamaan;

p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi
pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama
dan aliran serta kerja sama antar lembaga
keagamaan;

q, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan
musyawarah antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

r. menyiapkan dan menyusun bahan serta
mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan
umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup
antar umat beragama dan aliran kepercayaan

dan

s

t. melakukan evaluasi

melakukan koordinasi kerja sama sosial
kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan
secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup
antar umat beragama dan aliran kepercayaan

kegiatan
kemkunan umat beragama dan aliran
kepercayaan;
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u. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka

masalah di bidang bina mental
spiritual;

v. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

w. menyiapkan dan men5rusun Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian bina mental
spiritual; dan

x. melaksalakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan
tugasnya.

oleh atasan sesuai bidang

Pasal 12

(1) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat Pelayanan
Dasar dipimpin oleh kepala subbagiaa mempunyai
tugas pokok penyiapan bahan
perumusan kebljakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantalran
dan evaluasi pelaksanaan kebljakan daerah di bidang
kesehatan, sosial dan pendidikan.

(2) T[gas pokok subbagian kesejahteraan masyarakat
pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dirinci sebagai berikut:
a. men5msun rencana kegiatan dan anggaran

subbbagian kesejahteraan masyarakat pelayanan
dasar sebogai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
kesejahteraan masyarakat pelayanan dasar untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d, menyusun rancangan, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

dan men)rusun bahan
perumusan kebijakan daerah di

bidang kesehatan, sosial dan pendidikan;
g. menyiapkan dan menlrusun bahan

pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang kesehatan, sosial dan
pendidikan;

dan menyusun bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebljal<an daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang

f.

h.
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mempengaruhi pencapaian tqiuan kebijakan di
bidang kesehatan, sosial dan

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalam rangka

masalah di bidang kesejahteraan
masyarakat pelayanan dasar;

j. melaksanakan penlnrsunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

k. dan menJrusun laporan hasil
kegiatan subbagian kesejahteraan

masyarakat pelayanan dasar; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 13

(1) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat Non Pelayanan
Dasar dipimpin oleh kepala subbagian mempunyai
tugas pokok penyiapan bahan
perumusan kebiiakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebiiakan daerah di bidang
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I,
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan
kesejahteraan ra\rat non pelayanan dasar III

(2) Tugas pokok subbagian kesejahteraan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai
berikut:
a. men1rusun rencana kegiatan dan Ernggaran

subbbagran kesejahteraan masyarakat non
pelayanan dasar sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b.
peiaksanaan tugas sehingga berjalan la:rcar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
kesejahteraan masyarakat non pelayanan dasar
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

dan men5rusun bahan
perumusan kebliakan daerah di

bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
I (kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan
pariwisata), kesejahteraan ralsrat non pelayanan

f.

dan memberi petunjuk
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dasar II perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja), dan
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III
(komunikasi, informatika, statistik, persandian
dan perhubungan);

g. menyiapkan dan menJrusun bahan
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
Daerah di bidang kesejahteraan ralgrat non
pelayanan dasar I olahraga,
kebudayaan dan pariwisata), kesejahteraan
ralgrat non pelayanan dasar II (pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan Desa,
transmigrasi dan tenaga kerja), dan kesejahteraan
ralgrat non pelayanan dasar III (komunikasi,
informatika, statistik,
perhubungan);

h. menyiapkan dan menyusun bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebiiakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tu.juan kebijakan di
bidang kesejahteraan ralgrat non pelayanan dasar
I (kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan
pariwisata), kesejahteraan ralgrat non pelayanan

perempuan dan
perlindungan anak,
keluarga berencana, administrasi

dan

penduduk dan
kependudukan

dasar II

dan pencatatan sipil, pem masyarakat
dan Desa, transmigrasi dan tenaga keda), dan
kesejahteraan ralryat non pelayanan dasar III

statistik, persandian(komunikasi, informatika,
dan perhubungan);

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka

masalah di bidang kesejahteraan
masyarakat non pelayanan dasar;j. mslsksanakan penrusunan dan analisis. data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (sKP);

dan menrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian

k.

masyarakat non pelayanan dasar; dan
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l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 3

Bagian Hukum

Pasal 14

(1) Bagian Hukum dipimpin oleh kepala lagian,
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah,
perumusan kebljakan daera-h,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan
informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepala bagran hukum
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebdakan daerah di

bidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan
kebijakan daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan
informasi;

hukum serta dan

penylaPan bahan Pengoordinasianc
tugas Perangkat Daerah di di bidang
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
dan informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi di bidang pemndang-undangan, bantuan
hukum serta dokumentasi dan informasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat
yang berkaitan dengan tugasnya.pelaksanaan
pembinaan administrasi pemerintahan di bidang

tata pemerintahan.
(3) Tugas pokok dan fungsi bagian hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, dirinci sebagai

berikut:
a. men5 rsun rencana kegiatan dan anggaran bagran

hukum sebagai pedoman dalam
tugas;

b. dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan
pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian
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hukum untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rarrcangan, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyiapkan dan men5msun bahan perumusan
kebiiakan daerah di bidang perundang-undangan,
banhran hukum serta dokumentasi dan
informasi;

g. menyiapkan dan menJrusun bahan
perumusan keb[iakan daerah di

bidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumentasi dan informasi;

dan Gr€n5rusun bahan
pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan
hukum serta dokumentasi dan informasi;
menyiapkan dan menyusun bahan pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum serta dokurrentasi
dan informasi;

j. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalam rangt<a

pemecahan masalah di bidang hukum;
k. melaksanakan penyusunan dan analisis data

bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

dan menJrusun laPoral hasil
kegiatan bagian hukum; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 15

(1) Subbagian Perundang-undangan dipimpin oleh

kepala subbagian mempunyai tugas pokok penyiapan
bahan perumusan,

h.

I.

1.

pemfasilitasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan
pemerintah Da€rah di bi<lang perundang-undangan.

(2) Tugas pokok subbagian perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai

berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

subbbagian perundang-undangan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
perundang-undangan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

t. .nrenyiapkan da:r menJmsun bahan penyusunall"
produk hukum daerah;

g. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi
produk hukum daerah;

h. menyiapkan dan men5rusun bahan penjelasan
Kepala Daerah dalam proses penetapan Peraturan
Daerah;

i. menyiap'kan dan men5rusun bahan analisa dan
kajian produk hukr.rm daerah;

j. melaksanakan pembinaan pen5rusunan produk
hukum Daerah;

k. menyiapkan dan menyusun bahan administrasi
pengundangan dan autentifikasi produk hukum
daerah;

l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan produk hukum daerah;

m. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang perundang-
undangan;

n. melaksanakan pen5rusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

o. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian perundang-
undangan; dan

p. melaksanakan ttrgas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Subbagian Bantuan Hukum dipimpin oleh kepala
subbagian mempunyai tugas pokok penyiapan bahan
perunrusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian,
pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah
Daerah di bidang bantuan hukum.

(2) Ttrgas pokok subbagian bantuan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai
ber{kut:

:

\-
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a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran
subbbagian bantuan hukum sebagai pedoman

daLam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk

pelaksanaan trrgas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
bantuan hukum untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan ttrgas;

d. men5rusun r€rncangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum
dalanr penye.l,enggaraan penrerintatran. daerah ;

g. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum,
konsultasi hukum dan pertimbangan hukum
serta perlindungan hukum bagi unsur
pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik
di dalam maupun di luar pengadilan;

h. rnelaksanakan koord"inasi dan fasilitasi keda
sama dalam penanganan perkara huimm;

i. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan
dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM[

j. menyiapkan dan men5rusun bahan penJrusunan
pendapat hukum (legal opinion);

k. rnelaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap
hasil penanganan perkara sengketa hukum;

l. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang bantuan hukrm;

m. melaksanakan pen5rusunan dan analisis data
bahan penitraian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

n. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian bantuan
hukum; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 17

(1) Subbagran Dol,rumentasi dan Informasi dipimpin oleh
kepada subbagian mempunyai tugas pokok
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,
pernfasili-tasian,,,penxantauan dan evaluasi kebijakan
pemerintah Daerah di bidang dokumentasi dan
informasi.
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(2) Trlgas pokok subbagian dokumentasi dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai

berilnrt:
a. men5rusun rencana kegiatan dan arlggaran

subbbagian dolnrmentasi dan informasi sebagai

pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. rnernantau, lrrengaura$ dan mengevalua'si

pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian

dokumentasi dan informasi unhrk mengetahui

perkembangan Pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi' memaraf

dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikr,rti rapat-rapat sesuai dengan bidang

tugasnYa;
f. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi

produk hukum daerah dan peraturan perundang-

undangan lainnYa;
g. menghimpun serta mengolah data dan informasi
- 

seUagai bahan dalam rangka pernbentukan

kebijakan daerah;
h. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi

dan informasi hukum;
i. memberikan pelayanan administrasi informasi

produk hukum;
.,. rnelaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan

desiminasi produk huimm daerah maupun
peratrrran penrndangundangan lainnya;

k. melaksanakan kegiatan Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum);

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap
dokt-lrnentasi dan informasi produk hukl-rrn
daerah;

m.melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang dokumentasi dan
informasi;

n. rnelaksanakan pen5rLtsunan dan analisis data
bahan peniiaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);

o. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbrgian dokumentasi dan
informasi; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintatlkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

\-.
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Paragraf 4

Bagian Ke{a Sama

Pasal 18

(1) Bagian Kerja Sama dipimpin oleh kepala bagan
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan
perumusan kebijakan daerah,
perurnusan keb[jakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebiiakan daerah, dan
pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang ke{a
sama antar , kerja sama badan
usaha/ swasta, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

(2) Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepala bagian keg'a sama,
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebliakan daerah di

bidang kerja sama antar pemerintah, keq'a sama
badan usaha/swasta, dan evaluasi pelaksanaan
kerja sarna;

b. penyiapan bahan

c. memantau,
pelaksanaan

perumusan
kebiiakan daerah di bidang kerja sama antar
pemerintah, keq'a sama badan usaha/ swasta,
evaluasi pelaksanaan kerja sama;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang keq'a sama
antar pemerintah, keq'a sama badan
usaha/swasta, dan evaluasi
sama;

pelaksanaan keg'a

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja
sama antar pernerintah., kerja sarra badan
usaha/ swasta, dan evaluasi pelaksanaan kerja
sama; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralgrat
yang berkaitan dengan tugasnya;

(3) Tugas pokok dan fungsi bagan kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21,
dirinci sebagai berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan dan anggaran bagian

kerja sama sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

dan rnemberi petunjuk
tugas sehingga bedalan lancar;

mengawasi dan mengevaluasi
tugas dalam lingkungan bagran

b
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kerja sama untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyiapkan dan men5rusun bahan perumusan
kebijakan daerah di bidang kerja sama antar
pemerintah, kerja sama badan usaha/ swasta,
dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;

g. menyiapkan dan men5rusun bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama
badan usaha/ swasta, evaluasi pelaksanaan kerja
sanra;

h.

puayai tugas
perumusan,

pemantauan dan
evaluasi kebiiakan Daerah di bidang
fasilitasi kerja sama antar pemerintah.

(2) Tugas pokok subbagian fasilitasi keq'a sama antar
sebagaimana dimaksud pada ayat (l),

dipimpin oleh kepala subbagian mempokok penJrapan bahan

dan menJrusun bahan
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tugas Perangkat
Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah,
kerja sama badan usaha/swasta, dan evaluasi
pelaksanaan kerja sama;

dan menyusun bahan pemantauan
dan evaluasi kebljakan daerah di
bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama
badan usaha/ swasta, dan evaluasi pelalsanaan
kerja sama;

j. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalarn rangka

masalah di bidang kerja sama;
melaksanakan penJrusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);

dan menJrusun laporan hasil
kegiatan bagian keda sama; dan

tugas lain yang diberikan oleh
Asisten Pemerintahan dan Ke sejahteraan Rakyat
yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 19

(1) Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Antar pemerintah

1.

k.

l.

rn.

dirinci sebe gai berikut:
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a, menJrusun rencana kegiatan dan anggaran
subbbagian fasilitasi kerja sama antar pemerintah
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
fasilitasi kerja sama antar pemerintah untuk
mengetahui perkernbangan pelaksan.aan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. mempersiapkan, men5rusun, dan mengoreksi
bahan-bahan penlrusu,nan draf kerjasarta antar
daerah;

g. menerima, menJrusun, dan mengolah data dan
bahan dalam rangka pen5rusunan rencana
program Kerjasama antar Daerah;

h. memfasilitasi, menyiapkan, dan menJrusun bahan
perurnusan kebijakan ttnttrk forurn-forurn keqla
sama daerah;

i. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan
kerjasama antar daerah;

j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
k. memfasilitasi penyusunan draf kerja sama Luar

Negeri;
1. memperslapkan data potensi daerah dalam

rangka kerja sama luar negeri;
m. menerima, men5rusun, mengolah data dan bahan

dalam rangka penJrusunan rencana program kerja
sama luar negeri;

n. rnelalrukan rnoni.toring -terhadap pelaksanaan
kerja sama luar negeri;

o. mengelola administrasi rjin ASN Pemerintah
Daerah dan anggota DPRD ke Luar Negeri;

p. mengkaji laporan perjalanan dinas luar negeri
yang berpotensi untuk dikedasamakan dengan
Pemerintah Daerah;

q. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang fasilitasi kerja
sama antar pemerintah;

r. melaksanakan pen5rusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Keda. pegawai (SKP);

\-
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s. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian fasilitasi kerja
satt.,la antar pernerintah; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 2O

(1) Subbagian Fasilitasi Keqia Sarna Badan
Usaha/Swasta, dipimpin oleh kepala subbagian
mempunyai tugas pokok penyiapan bahan
perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian,
pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah
Daerah di bidang fasilitasi kerja sama badan
usaha/sruasta.

(2) ftrgas pokok subbagian fasilitasi kerja sama badan
usaha/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dirinci sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

subbbagian fasilitasi kerja sama badan
usaha/swasta sebaga.i pedoman datrarn
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
fasilitasi kerja sanoa badan usaha/swasta untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. mempersiapkan, r:nenJrusun, dan rnengoreksi
bahan-bahan penyusunan draf kerja sama badan
usaha/ swasta/ pihak ketiga;

g. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah
dengan badan usaha/swasta/pihak ketiga;

h. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan
kerjasarna Badan Usaha/ Swasta/pihak ketiga;

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang fasilitasi kerja
sama badan usaha/ swasta;

j. melaksanakan penrusunan dan analisis data
batran penilaian Sasaran Keda pegawai {SKPJ;

\,,.

29



k. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian fasilitasi kerja
sama badan usaha/ swasta; darl

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 21

(1) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
dipimpin oleh kepala subbagian mempunyai tugas
pokok penyiapan bahan
pengkoordinasian, pemfasilitasian, pemantauan dan
evaluasi kebijakan pemerintah Daerah di bidang
evaluasi pelaksanaan keda sama.

{2) TUgas pokok subbagian evaluasi pelaksanaan kerja
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci
sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

subbbagian evaluasi pelaksanaan kerja sama
seb"gai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
peia-ksanaan tugas sehingga berjalan iancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
evaluasi pelaksanaan kerja sama untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d, menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf
dan/atau menandatangani nasi<ah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyiapkan dan men5rusun bahan pelaksanaan
perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan
evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan
usahar/swasta;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi keg.a
sama antar pemerintah dan kerja sama badan
usaha/swasta;

h. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi
kerja sama antar pemerintah dan kerja sama
badan usaha/ swasta;

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang evaluasi
pelaksanaan kerja sama;

:i. melaksanakan penJ rsunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);
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k. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian evaluasi
pelaksanaan kerja sama; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasya.

Bagian Ketiga

Asisten Perekonomian dan Pembangu.nan

Pasal22

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin
oleh asisten mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris Daerah dalam
pen5rusunan kebijakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pen5msunan

keb[jakan daerah dan pemantauan dan evduasi
pelaksanaan kebiiakan daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan,
pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam'

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) asisten dan

pem mempunyai fungsi sebegai berikut:
pen5rusunan kebijakan daerah dia.

b.

bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, dan sumber daYa alam;

tugas Perangkat

Daerah di bidang
pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan

sumber daya alam;
c. penrusunan kebijakan daerah di bidang

pengadaan barang dan jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pengadaan barang danjasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan'
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang perekonornian, adrninistrasi
pembangunan, dan sumber daya alam; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh

Sekretaris Daerah di bidang
administrasi pembangunan ' pengadaan barang
dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan
dengan tugasnya.
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(3) Tugas pokok dan fungsi asisten perekonomian dan
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), dirinci sebagai berilart:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

asisten perekonomian dan pembangunan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi pehrnjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. rnemaRtau, menga.wasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan asisten
perekonomian dan pembangunan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. mengkoordinasikan penJrusunan kebijakan
daerah di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang/jasa, dan
sumber daya alam;

g. mengkoordinasikan .pelaksanaan tugas perangkat
Daerah di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang/jasa dan
sumber daya alam;

h. menJrusun kebijakan daerah di bidang pengadaan
barang/jasa;

i. rnernantau dan rnengevaluasi pelaksanaan
kebirjakan daerah di bidang pengadaan
barang/jasa;

j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang rnempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, pengadaan barang/jasa, dan
sumber daya alam;

k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan rnasalah di bidang perekonornian,
administrasi pembangunan, pengadaan
barang/jasa, dan sumber daya alam;

l. melaksanakan penJrusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);

m. menyiapkan dan menJrusun laporan hasil
peLaksanaan kegiatan asisten perekonomian dan
pembangunan; dan
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n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 1

Bagian Perekonomian

Pasal 23

(1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh kepala bagran
mempunyai tugas pokok melaksanakan

perumusan kebljakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
keb{jakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, penggndalian dan distribusi
dan perencanaan dan pengawasErn ekonomi mikro
kecil.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala bagran
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapari bahan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD
dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan
BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksar,raan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebljatran, dampak yang tidak
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebiiakan di bidang pembinaan BUMD
dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan
ekonorni mikro kecil; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan pembangunan yang
berkaitan dengan tugasnya.

(3) Tugas pokok dan fungsi kepala bagian perekonomian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dirinci sebagai berikut:
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f.

a. men5^rsun rencana kegiatan dan anggaran bagtan

sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;
b. dan memberi Petunjuk

pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan

pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian
perekonomian untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancElngan, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

dan men5rusun bahan
perurnusan kebiiakan daerah di

bidang pembinaan BUMD dan BLUD'
pengendalian dan distribusi perekonomian, dan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil;

g. menyiapkan dan menyusun bahan
pelaksanaa.n t{rgas Perangkat

Daerah di bidang pembinaan BUMD darr BLUD,
pengendalian dan distribusi perekonomian, dan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil;

h. menyiapkan dan menyusun bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
ytrtg tidak
mempengaruhi pencapaian tqjuan kebljakan di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
pengendalian dan distribusi perekonomian, dan
perencanaan dan pengawasan ekonorni mikro
kecil;

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah di bidang perekonomian;
j. melaksanakan penyusunan dan analisis data

bahan penilaian Sasaran Ke{a pegawai (SKP);
k. menyiapkan dan men)rusun laporan hasil

pelaksanaan kegiatan bagian perekonomian; dan
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di

perintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

dan faktor yang
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Pasal 24

(1) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD dipimpin
oleh kepala subbagian mempunyai tugas pokok
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,
pemfasilitasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan
pemerintah Daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD.

(2) Tugas po.kok subbagian pembinaan BUMD dan
BLUD sebagatmana dlmaksud pada ayat (1), dirinci
sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggarErn

subbagian pembinaan BUMD dan BLUD sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusi.kan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
pembinaan BUMD dan BLUD untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d.menyr.lsun rancangan, mengo.reksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyiapkan dan men5rusun bahan perumusan
penetapan keb[iakan teknis pengelolaan BUMD
dan BLUD;

g. menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan
pengelolaan BUMD dan BLUD;

h. melakukan analisa perkembangan dan
pencapaian kinerja BUMD dan BLUD;

i. melakukan monitoring dan evaluasi BUMD dan
BLUD;

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang pembinaan BUMD
dan BLUD;

k. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

l. menyiapkan dan menJrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bagan perekonomian; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di
perintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 25

Distribusi
subbagian

(1) Subbagian
Perekonomian

Pengendalian
dipimpin oleh

dan
kepala
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mempunyai tugas pokok penyiapan bahan
perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian,
pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah
Daerah di bidang pengendalian dan distribusi
perekonomian.

(2) Tugas pokok subbagian pengendalian dan distribusi
perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dirinci sebagai berikut:
a. merr5rLrsurn r.enca.Ra kegiatan dan anggaran

subbagian pengendalian dan distribusi
perekonomian sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantanl, meRgawasi dan mengev'aluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
pengendalian dan distribusi perekonomian untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menJrusun bahan dan data serta analisa di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;

g. men5rusun bahan perumusan kebijakan di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;

h. rnelaksanakan kosrd.inasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan
distribusi perekonomian;

i. men5rusun bahan pen5rusunan petunjuk
pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan
pengendalian dan distribusi perekonomian;

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi. serta
pelaporan di bidang pengendalian dan distribusi
perekonomian;

k. melakukan fasilitasi dan pembinaan di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;

l. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
rnengllrinputrkan bahar,r-bahan dalarn rangka
pemecahan masalah di bidang pengendalian dan
distribusi perekonomian;

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);

n. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
petraksanaan kegiatan subbagian pengendalian
dan distribusi perekonomian; dan

\-,
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o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
oleh atasan sesuai dengan bidangdi

tugasnya.
Pasal26

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi
Mikro Kecil dipimpin oleh kepala subbagian
mempunyai tugas pokok penyiapan bahan
perumusan, , pemfasilitasian,

dan evaluasi kebijakan
Daerah di bidang perencanaan dan pengawasan
ekonomi mikro kecil.

(2) Thgas pokok subbagian perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan dan Ernggaran

subbagian perencanaan dan pengawasan ekonomi
mikro kecil sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancat;

c. memantau, mengawasi dan
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, rnemaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil;

g. men5rusun bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pe.ngawasan ekonorni rnikro kecil;

i. menyusun bahan penyusunan petunjuk
pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro
kecil;

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang .perencanaan dan pengawasan
ekonomi miicro kecil;
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k. memfasilitasi dan pembinaan di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi milrro
kecil;

l. melaksanakan inventarisasi
bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah di bidang perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil;

m. melaksanakan pen5rusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerje pegawai (SKP);

dan menJ rsun laporan hasiln.

Administrasi Pembangunan

permasalahan dan

dipimpin oleh
tugas pokok

pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil; dan

o. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragrafl2

Bagran Administrasi Pembangunan

Pasa727

(1) Bagian
Kepala
melaksanakan penyiapan
perumusan kebljakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebljakan daerah di bidang
bina pembangunan daerah, pengendalian program
dan eyaluasi dan pelaporan,

(2) Untuk tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagran
Pembangunan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

perumusan
kebijakan daerah di bidang bina pembangunan
daerah, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

b. penyiapan bahan
tugas Perangkat Daerah dibidang bina
pembangunan daerah, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebliakan di bidang bina pembangunan
daerah, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan; dan

a. penyiapan bahan
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d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang
berkaitan dengan tugasnya.

(3) Tugas pokok dan fungsi kepala bagian administrasi
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dan ayat (2), dirinci sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran bagian

administrasi pembangunan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian
administrasi pembangunan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rzrnccrngan, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyiapkan dan men3rusun bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang bina pembangunan daerah, pengendalian
program dan evaluasi dan pelaporan;

g. menyiapkan dan men5rusun bahan
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah dibidang bina pembangunan daerah,
pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

h. menyiapkan dan menyusun bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebljakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempenganrhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang bina pembangunan daerah, pengendalian
program dan evaluasi dan pelaporan;

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang bina
pembangr,rnan daerah, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan;

j. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

k. menyiapkan dan menJrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bagian administrasi
pembangunan; dan
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l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 28

(1) Subbagian Bina Pembangunan Daerah dipimpin oleh
Kepala Subbagian
penyiapan bahan

tugas pokok

c. mernantau, r,nengawasi dan mengevaluasi
tugas dalam lingkungan subbagian

bina pembangunan daerah untuk mengetahui

pemfasflltaslan, pemantauan dan evaluasi kebijakan
pemerintah Daerah di bidang pembinaan
pembangunan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok subbagian bina
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dirinci sebagai berikut:
a. menJrusun rencana kegratan dan anggaran

subbagian bina pembangunan daerah sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

perulnusan,

rapat-rapat sesuai dengan bidang

perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf

dan/atau menandatangani naskah dinas;
e.

tugasnya;
f. menyiapkan bahan,

melakukan perumusan
pembinaan pelaksanaan

c.

dan
kebljakan daerah bidang
pembangunan daerah;

dan melakukan pengumpulan
bahan dalam rangka perumusan kebljakan dan

pelaksanaan pembangunan daerah;
dan melakukan pengumpulan
dalam rangka pembinaan dan

h

1.

pengembangan pelaksanaan pem baikbangunan

bahan koordinasi

pihak swasta

dari dana ApBD maupun dana dari Pemerintah
Pusat/Pernerintah provinsi yang menjadi

pemerintah Daerah;
dan melakukan sosialisasi

kebljakan pelaksanaan pembangunan daerah;

pusat, provinsi
koordinasi dengan pemerintah
dan kabupaten/ kota lain serta
dalam rangka pen5rusun.rn

sinergitas

J

daerah;
program pembinaan
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k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan

mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah di bidang bina
pembangunan daerah;

l. melaksanakan pen5rusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

m. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian bina
pembangunan daerah; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan iain yang

diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 29

(1) SubbaBian Pengendalian Program dipimpin oleh

Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,
pemfasilitasian, pemantauan dart evaluasi kebijakan
pemerintah Daerah di bidang pengendalian program.

(2) Tugas pokok kepala subbagian pengendalian program
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai

berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian pengendalian program sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
pengendalian program untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau rnenandatangani naskah dinas;

e. mengilnrti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menJrusun bahan kebijakan pengendalian
pembangunan yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta agar pembangunan
sestrai dengan prograrn pem,bangunan daerah;

g. menJrusun pedoman, petur{uk teknis dan
petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam
rangka pengendalian program pembangunan
daerah;

h. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak
dalarn rangka rnengtrrangi. tingkat resiko dan
kemgian akibat pelaksanaan program
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pembangunan baik oleh pemerintah maupun
swasta;

i. mengendalikan sinergitas program pembangunan
baik oleh lembaga pernerintah maupun swasta;

j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam
rangka pengendalian
pembangunan;

k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalam rangka

pernecahan masalah di bidang
pembangunan daerah;

l. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

m. dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian
pembangunan daerah; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 3O

(l) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh
Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan perumusan,
pemantauan dan evaluasi kebliakan pemerintah Daerah
di bidang evaluasi dan pelaporan.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dirinci sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

program

b. dan memberi petunjuk

, memaraf

pelaksanaan tugas sehingga beqialan lancar;
c. memantau, mengawasi dan

pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
evaluasi dan pelaporan untuk mengetahui

pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan,

dan/ atau menandatangani
e. mengikuti rapat-rapat

tugasnya;

nasi<ah dinas;
sesuai dengan bidang

f. menyusun rencana monitoring dan pelaporan
program pembangunan daerah;

g. melaksanakan monitoring dan pelaporan
program pembangunan daerah;
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h. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program pembangunan daerah;

i. rnelaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam
rangka dan evaluasi
program pembangunan daerah;

j. mencatat, men5rusun rekomendasi dan
menindaklanjuti hasil temuan dan
evaluasi program pembangunan daerah;

k. mengolah dan menyajikan data hasfl evaluasi
pelaksanaan program pembangunan daerah;

1. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai
bahan perumusan kebijakan program
pembangunan daerah;

m. melaksanakan inventarisasi
bahan-bahan dalam rangla

masalah di bidang evaluasi dan
pelaporan;

n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

o. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegtatan subbagian evaluasi dan
pelaporan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 3

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 31

(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh kepala
bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebljakan daerah,

perunrusan kebiiakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pelaksanaan dan evaluasi di bidang
pengelolaan pengadaan barang/jasa,
layanan pengadaan secara elektronik,
advokasi pengadaan barang/jasa.

(2) Dalam meLaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepala bagian pengadaan
barang dan jasa mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebljakan daerah di

bidang pengelolaan pengadaan baraag dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pemhinaan dan advokasi pengadaan barang dan
jasa;

dan

dan
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b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan bahan
tugas Peranglat Daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

d. penyrapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kehijalan daerah terkait pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, dan
advokasi pengadaan bara:rg dan jasa;

e. pelaksaaan fungsi ki,in yang dibeiikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran bagran

penga.daaii bar.ang/jasa sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevalrrasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian

barang/jasa untuk
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, memaraf
dan / aran menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. rnenyiapkan dan menyusun bahan perumusan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan
barang/jasa;

g. menyiapkan dan menyusun bahan
perumusan kebljakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, dan pernbinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

h. menyiapkan dan menyusun bahan pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, dan
pembinaan dan advokasi pe.ngadaan barangljasa;
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t. menyiapkan dan menyusun bahan pemantauan dan
evaluasi kebijakan daerah terkait
pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, dan
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

j. melaksanakan inventarisasi dan
bahan-bahan dalam rangka

masalah di bidang pengadaan
barang/jasa;

k. melaksanakan pen5rusunan dan analisis data bahan
penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);
menyiapkan dan menJrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bagian pengadaan
barang/jasa; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 32

(1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
dipimpin oleh kepala subbagian mempunyai tugas
pokok
pengkoordinasian, pemfasilitasian, pemantauan dan
evaluasi keb[jakan pemerinta]r Daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

(2) Tugas pokok subbagian pengadaan
barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirinci sebagai berikut:
a. menJrusun rencErna kegiatan dan anggaran

subbagian pengelolaan pengadaan barang/jasa
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan ttrgas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
pengelolaan pengadaan barang/jasa untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

rapat-rapat sesuai dengan bidange.

bahan perumusan,
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tugasnya;
f. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan

barang/jasa;
g. melaksanakan riset dan analisis pasar

barang/jasa;
h. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;



i. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan
beserta dokumen lainnya dan
informasi yang dibutuhkan;

j. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
k. menyusun dan mengelola katalog elektronik

lokal/sektoral;
l. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak

pengadaan barang/jasa pemerintah;
m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemer'rntah;
n. melaksanalan inventarisasi permasalahan dan

bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang pengelolaan
pengadaan barang/jasa;

o. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

dan men1rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian pengelolaan
pengadaan barang/jasa; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 33

(1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elelrtronik dipimpin oleh kepala subbagian
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
perumusan, pemfasilitasian,
pemantauan dan evaluasi kebiiakan pemerintah
Daerah di bidang pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik.

(2) Ttrgas pokok subbagian pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dirinci s6lagei berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

p.
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e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem
inforrnasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun
pengguna sistem pengadaan secara elektronik)
dan infrastruktumya;

g. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik;

h. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan
verifikasi pengguna seluruh sistem informasi
pengadaan barang/jasa;

i. melaksanakan identifikasi kebutuhan
pengembangan sistem informasi;

j. melaksanakan pengembangan sistem informasi
yang dibutuhkan oleh UKPBJ;

k. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;

l. mengelola informasi kontrak;
m, mengelola informasi manajemen barang/jasa

hasil pengadaan;
n. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan

mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik;

o. melaksanakan penyu.sunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);

p. menyiapkan dan menJrusun laporan hasil
pelaksanaan kegatan subbagian pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 34

(1) Subbagian Pembinaan dan Advokasi pengadaan
Barang/Jasa dipimpin oleh kepala subbagian
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian,
pemantauan dan evaluasi keblfakan pemerintah
Daerah di bidang pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa.

(2) Tugas pokok subbagian pembinaan dan advokasi
pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dirinci sebagai berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan
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barang/jasa sebagai pedoman dalam
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan
pelaksanaan tugas dalam subbagian
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku
pengadaan barang/jasa terutama
para Pengelola pengadaan Barang/Jasa dan
personel UKPBJ;

g. melaksanakan pengelolaan manajemen
pengetahuan pengadaan barang/jasa;

h. membina hubungan dengan para pemangku
kepentingan;

l.

J.
k.

pengelolaan dan
tingkat kematangan UKpBJ;

analisis beban kerja UKpBJ;
mengelola personil UKPBJ

1. melaksanakan pengembangan sistem insentif
personel UKpBJ;

m. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan
pengadaan secara elektronik;

n. pengelolaan dan
kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;

o. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan,
dan/atau konsultasi proses pengadaan
barang/jasa pemerintah clr
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;p. melaksanakan bimbingan teknis,
dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem
informasi pengadaan barang/jasa pemerintah,
antara lain SIRUp, SpSE, katalog, e-moneve-
SIKaP;

q melaksanakan layanan penyelesaian sengketa
kontrat< melalui mediasi.
melaksanakan inventarisasi permasalahan danmengumpulkan bahan_bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang pembinaan jan
advokasi pengadaan barang/jasa;

r
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s. melaksanakan pen)rusunan dan analisis data

bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

dan menJrusun laPoran hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian pembinaan dan

advokasi pengadaan barang/jasa; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya,

Paragraf4

Bagian Sumber Daya Alam

Pasal 35

(1) Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala

bagian mempunyai tuga.s pokok melaksanakan
penyiapan
daerah,

keb[iakan
tugas

Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi
peLaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber
daya alam, pertanian, dan perikanan, sumber daya
alam lingkungan hidup dan air, dan evaluasi dan
pelaporan.

(2) Dafam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Sumber Daya
Alam mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah di bidang sumber daya alam,
pertanian, dan perikanan, sumber daya alam

t.

hidup dan air, evaluasi dan
pelaporan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan

c.

tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya
alam, pertanian, dan perikanan, sumber daya
alam lingkungan hidup dan air, evaluasi dan
pelaporan;

bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebljakan, danpak yang tidak diingirikan,
dan faktor yang
tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam,
pertanian, dan perikanan, sumber daya alam

hidup dan air, evaluasi dan
pelaporan; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang
berkaitan dengan tugasnya.
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(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. menJrusun rencara kegiatan dan anggaran bagran

sumber daya alam sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan
pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagan
sumber daya alam untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

dan men5rusun bahan
perumusan keb[iakan daerah di

bidang sumber daya alam, pertanian, dan
perikanan, sumber daya alam lingkungan hidup
dan air, evaluasi dan pelaporan;

g. menyiapkan dan menJrusun bahan
pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang sumber daya alam, pertanian,
dan perikanan, sumber daya alam lingkungan
hidup dan air, evaluasi dan pelaporan;

h. dan menyu.sun bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tqiuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang

pencapaian tujuan kebljakan di
bidang sumber daya alam pertanian dan
perikanan, sumber daya alam linglnrngan hidup
dan air, evaluasi dan pelaporan;

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang sumber daya alam;

j. melaksanakan pen5rusun€rn dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);

dan menJrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bagran sumber daya alam;
dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
oleh atasan sesuai dengan bidang

f.

k.

tugasnya.
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(1) Subbagian
Perikanan

Pasal 36

Sumber Daya Alam Pertanian dan
dipimpin oleh kepala subbagian
flrgas pokok menyiapkan bahan

perumusan,
pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah
Daerah di bidang sumber daya alam pertanian dan
perikanan.

(2) Tugas pokok subbagian sumber daya alam pertanian
dan perikanan gslegaimana dimaksud pada ayat (1)
dirinci sebagai berikut:
a, menJrusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian sumber daya alam pertanian dan
perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistibusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
sumber daya alam pertanian dan perikanan
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rErncangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

rapat-rapat sesuai dengan bidange.

tugasnya;
f. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang

sumber daya alam pertanian dan perikanan;
g. men5rusun bahan perumusan kebijakan di bidang

sumber daya alam pertanian dan perikanan;
h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya
alam pertanian dan perikanan;

i. menyusun bahan penJrusunan petunjuk
pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan
sumber daya alam pertanian dan perikanan;

j, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan di bidang sumber daya alam pertanian
dan perikanan;

k. melakukan fasilitasi dan pembinaan di bidang
sumber daya alam pertanian dan perikanan;

L melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang sumber daya alam
pertanian dan perikanan;

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);
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n. menyiapkan dan menlrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bagian sumber daya alam
pertanian dan perikanan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 37

(1) Subbagian Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
dan Air dipimptn oleh kepala subbagian mempunyai
tugas pokok menyiapkan bahan perumusan,
pengkoordinasian, pemfasilitasian, pemantauan dan
evaluasi kebijakan pemerintah Daerah di bidang
sumber daya alam lingkungan hidup dan air.

(2) Tugas pokok subbagian sumber daya alam
lingkungan hidup dan alr sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian sumber daya alam lingkungan hidup
dan air sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
sumber daya alam lingkungan hidup dan air
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
sumber daya alam lingkungan hidup dan air;

g. men]rusun bahan perumusan kebijakan di bidang
sumber daya alam lingkungan hidup dan air;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya

alam lingkungan hidup dan air;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta

pelaporan di bidang sumber daya alam
ling[ungan hidup dan air;

j. melakukan fasilitasi dan pembinaan di bidang
sumber daya alam lingkungan hidup dan air;

k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
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pemecahan masalah di bidang sumber daya alam
lingkungan hidup dan air;

l. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Keda pegawai (SKP);

dan menJrusun laporan hasilm

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh
kepala subbagian mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian,
pemfasilltasian, pemantauan dan evaluasi kebi,iakan
pemerintah Daerah di bidang evaluasi dan pelaForan.

(2) Tugas pokok subbag'an evaluasi dan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dirinci sebagai
berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian evaluasi dan pelaporan sebagat
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

pelaksanaan kegiatan subbagian sumber daya
alam lingkungan hidup dan air; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dergan bidang
tugasnya.

Pasal 38

c. memantau, mengawasi dan
pelalsanaan tugas dalam subbagian
evaluasi dan pelaporan untuk
perkembangan pelaksanaan tugas;

evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan di bidang sumber daya

mengetahui

d. menyusun rErncangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f.

c'

program

h

alam pertanian dan perikanan dan sumber daya
alam lingkungan hidup dan air;
menJrusun pedoman, petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

program di bidang sumber daya
alam pertanian dan perikanan dan sumber daya
alam lingkungan hidup dan air;

koordinasi dan fasilitasi dalam
rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program di bidang sumber daya
alam pertanian dan perikanan dan sumber daya
alam lingkungan hidup dan air;
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i, mencatat, menJrusun rekomendasi dan
menindaklanjuti hasil temuan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program di sumber daya
alam pertanian dan perikanan dan sumber daya
alam lingkungan hidup dan air;

j. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program di bidang sumber
daya alam pertanian dan perikanan dan sumber
daya alam lingkungan hidup dan air;

k. menyusun hasil evaluasi dan pelaporal sebagai
bahan perumusan kebljakan program di bidang
sumber daya alam pertanian dan perikanan dan
sumber daya alam lingkungan hidup dan air;

L menyusun bahan dan data serta analisa di bidang
sumber daya alam pertanian dan perikanan dan
sumber daya alam lingkungan hidup dan air;

m. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang evaluasi dan
pelaporan;

n. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penitaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);

o. menyiapkan dan menJrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian evaluasi dan
pelaporan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Keempat

Asisten Administrasi Umum

Pasal 39

(1) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh asisten,
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
O1e1ah dalam penJrusunan kebljakan daerah,pelaksanaan kebijakan, iengoordinasianpelaksanaan tugas perangkat - Dierah danpennntauan dao evaluasi pelaksenaaa kEbijakan
daerah. di bidang umum, org"rri"a"i, protokol dankomunikasi pimpinan, dan p"r"rr""rr""r, dan
keuangan.

(2) Y:tuI menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) asisten 

"a*i"i"t"""i umum
mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebljakan daerah di bidang

orgaaisasi;
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b. pelaksanaan kebljakan di bidang umum, protokol
dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan
keuangan;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang umum, organisasi, protokol dan
komunikasi pimpinan, dan perrencanaan dan
keuangan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebliakan
daerah di bidang organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi
dan ASN pada instansi daerah; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum,
dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan
tugasnya.

(3) Tugas pokok dan fungsi asisten administrasi umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l
dirinci sebagai berikut:
a. men]rusun rencana kegiatan dan anggaran

asisten administrasi umum sebagai ppdoman
daLam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam asisten administrasi
umum untuk rnengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyusun kebijakan daerah di bidang organisasi;
g. melaksanakan kebiiakan di bidang urnun,

protokol dan komunikasi pimpinan, dan
penencanaan dan keuangan;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang organisasi;

i. menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol
dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan
keuangan;

j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang organisasi;

k. menyiapkan pelaksanaan pembinaan
administrasi dan ASN pada instansi daerah;
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l. melaksanakan inventarisasi pemasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang umurn, organisasi,
protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan;

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

dan men5rusun laporan hasiln,
pelaksanaan kegiatan asisten administrasi
umum; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

Paragraf 1

Bagran Organisasi

Pasal 4O

(1) Bagian Organisasi dipimpin oleh kepala bagan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumus€rn kebijakan daerah,
perumusan kebijakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebljakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan
pelayanan publik, dan reformasi birokrasi dan
kinerja.

(2) Dalam tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepala bagian organisasi,
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penfapan bahan perumusan kebijakan daerah di

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata
laksana dan pelayanan publik serta reformasi
birokrasi dan kinerja;

b. penyiapan bahan perumusan
kebljakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan
publik serta reformasi birokrasi dan kinerja;

c. penyiapan bahan pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang
dan Analisis Jabatan, tata laksana dan pelayanan
publik serta reformasi birokrasi dan kine{a;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebljakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana
dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi
dan kinerja;
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e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Umum yang berkaitan
dengan tugasnya;

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebogai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran bagran

organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjaian lancar;

c. memantau, mengawasi dan
pelaksanaan tugas dalam bagian organisasi
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyiapkan dan menrusun bahan perumusan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan
publik serta refonnasi birokrasi dan kinerja;

g. menyiapkan dan menyusun bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata
laksana dan pelayanan publik serta reformasi
birokrasi dan kinerja;

h. menyiapkan dan menJrusun bahan
pelaksanaan tugas Ferangkat

Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis
Jabatan, Tata l,aksana dan Pelayanan Publik
serta Reformasi Birokrasi dan Kinerja;

i. menyiapkan dan menyusun bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan keb{jakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata
laksana dan pelayanan publik serta reformasi
birokrasi dan kinerja;

j. melaksanakan inventarisasi
bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah di Kelembagaan dan Analisis
Jabatan, Tata Laksana dan Pelayanan Publik
serta Reformasi Birokrasi dan Kinerja;

k. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

dan menrusun laporan hasil
kegiatan bagan organisasi; dan

permasalahan dan

1.
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m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Pasal 41

(1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
dipimpin oleh kepala subbagian mempunyai tugas
pokok menyiaPkan bahan Perumusan,
pengkoordinasian, pemfasilitasian, pemantauan dan
evaluasi kebijakan pemerintah Daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan.

(2) Tugas pokok subbagian kelembagaan dan analisis
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci
sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

subbbagian kelembagaan dan analisis jabatan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam subbagian kelembagaan
dan analisis jabatan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menJrusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyiapkan dan men5rusun bahan penyusunan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

g. menJrusun bahan koordinasi perumusan tugas
dan fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;

h. merqrusun bahan evaluasi kelembagaan
Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis
daerah;

i. men5rusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
j. men5rusun analisis jabatan, analisis beban kerja,

dan evaluasi jabatan di lingkup sekretatiat
daerah;

k. mer{rusun kajian akademik terhadap usulan
penataan organisasi Perangkat Daerah;

1. menJrusun profil kelembagaan Perangkat Daerah;
m. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan

mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahrrn masalah di bidang Kelembagaan dan
Analisis Jabatan;

n. rnelaksanakan peri5rusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);
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o, menyiapkan dan menyusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian kelembagaan
dan analisis jabatan; dan

p. melaksanalaa tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 42

(l) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik
dipimpin oleh kepala subbagian mempunyai tugas
pokok menyiapkan bahan perumusan,

pemantauan dan
evaluasi kebijakan pemerintah Daerah di bidang
pelayanan publik dan tata laksana.

(2) Tugas pokok subbagian tata laksana dan pelayanan
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinei
sebagai berikut:
a. men5rusrm rencana kegiatan dan anggaran

subbagian tatalaksana dan pelayanan publik
sebagai pedoman datam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan
pelaksanaan tugas dalam subbagian tata laksana
dan pelayanan publik untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancang€u:, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e, mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian
dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja,
dan pola hubungan kerja;

g. menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan
serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan
dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
Daerah;

h. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi
penJrusunan Standar pelayanan publik;

i. menghimpun dan memfasilitasi Standar
Operasional prosedur (SOp) yang disusun oleh
masing-masing perangkat Daerah;

J' dan menyusun bahan monitoring
pelayanan publik;dan evaluasi

k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi
pelayanan publik;
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L melaksanakan inventarisasi permasalahan dan

mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang tata laksana dan
pelayanan publik;

m. melaksanakan pen5rusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

dan menJrusun laporan hasiln,
pelaksanaan kegiatan subbagian tata laksana dan
pelayanan publik; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan.

Pasal 43

(1) Subbagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja dipimpin
oleh kepala subbagian mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian,
pemfasilitasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan
pemerintah Daerah di bidang reformasi birokrasi dan
kinerja.

(2) Tugas pokok subbagian reformasi birokrasi dan
kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci
sebagai berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian reformasi birokrasi dan kinerja sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam subbagian reformasi
dan birokrasi untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan
Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

g. men3rusun bahan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) I(abupaten;

h. menyusun road map reformasi birokrasi;
i. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kineq'a Instansi Pemerintah
(sAKrP);

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijai<an Reformasi Birokrasi dan
peningkatan Kinerja;

b.
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k. melaksanakan kebijakan teknis di bidang
peningkatan budaya kerja;

l. menyelenggarakan koordinasi dan flasilitasi
penyelenggaraan budaya kerj a;

m. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan
koordinasi dan pembinaan budaya kerja;

n. memverifikasi bahan pelaksanaan koordinasi dan
fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja;

o. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang reformasi birokrasi
dan kinerja;

p, melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

q. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian reformasi
birokrasi dan kinerja; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragrat 2

Bagran Umum

Pasal 44

(1) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagran
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi
di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah,
staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) kepala bagran umum
mempunyai fungsi, sebagai berikut:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah,
staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha pimpinan,
sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga;

c. pelaksaaon fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Umum yang berkaitan
dengan tugasnya.

\..
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(3) Tugas pokok dan fungsi bagran umum dan
perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran bagian

umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas daiam bagran umum untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangErn, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menytapi<an dan menyusun bahan pelaksanaan
kebijalan di bidang ta.tz. usaha pimpinan,
sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tarLgga)

g. menyiapkan dan menyusun bahan pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha
pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
bagian umum dan memberi saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan
kegiatan;

i. melaltsanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah di bidang tata usaha
pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tan;Lgga;

j. melaksanakan penJrusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);

k. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bagran umum; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 45

(l) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah,
Staf Ahli dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala
subbagian mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan perumusan,
pemfasilitasian, pemantauan dan evaluasi kebljakan
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pemerintah Daerah di bidang tata usaha pimpinan,

secretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian.

(2) Tugas pokok subbagian tata usaha pimpinan,

sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai

berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian evaluasi dan pelaporan sebagai
pedoman dalam pelaksaflaan tugas;

dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam subbagian tata usaha
pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan
kepegawaian untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyu.sun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi
perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha
umum, persuratan, kepegawaian di lingkup
sekretariat daerah, dan rapat-rapat dinas;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di
bidang pengelolaan administrasi perkantoran
yang meliputi kegiatan ta,ta usaha umum,
persuratan, kepegawaian kepegawaian di lingkup
sekretariat daerah, dan rapat-rapat dinas;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
i. melaksanakan imrentarisasi per:rrasalahan dan

mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang tart:. usaha
pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan
kepegawaian;

j. melaksanakan penJrusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);

k. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha
pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan
kepegawaian; dan

l. melaksaaakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

b.
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Pasal 46

(1) Subbagian Perlengkapan dipimpin oleh kepala
subbagian mempunyai tugas pokok
bahan perumusan,
pemfasilitasian, pemantauan dan evaluasi keb{jakan
pemerintah Daerah di bidang perlengkapan.

(2) Tugas pokok subbagian perlengkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
a. menJmsun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian perlengkapan sgfegai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
tugas dalam subbagian

perlengkapan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. melaksanakan kebiiakan pengamanan,
sarana dan prasarana serta

menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat
daerah;

g. melaksanakan kebijakan pengadaan
perlengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah serta Sekretaris Daerah;

h. melaksanakan kebiiakan pengelolaan,
penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan
kendaraan dinas Kepala Daerah dan Wakil serta
Sekretaris Daerah serta kendaraan dinas
operasional dan sewa kendaraan;

i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan
prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan
Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil serta
Rumah Dinas Sekretaris Daerah;

j. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana
untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris daerah;

k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah di bidang perlengkapan
penlrusunan dan analisis datal.

bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);
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m. menyiapkan dan menJrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian perlengkapan;
dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di
perintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 47

(1) Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh kepala
subbagian mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan perumusan, pengkoordinasian,
pemfasilitasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan
pemerintah Daerah di bidang rumah tangga
pimpinan.

(2) Tugas pokok subbagian rumah tangga pimpinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai
berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian rumah tangga pimpinan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
peiaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam subbogan rumah
tangga pimpinan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. melaksanakan urusan rumah tangga Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris
Daerah;

g. meLaksanakan penyerliaan akomodasi, jamuan,
makanan dan minuman untuk kegiatan
Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah
dan rapat-rapat;

h. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang rumah tangga
pimpinan;

i. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

j. menyiapkan dan men)rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian rumah tangga
pimpinan; dan
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 3

Bagran Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasal 48

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin
oleh kepala bagian, tugas pokok
melaksanakan penylapan pelaksanaan kebijakan,

pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi;

(2) Dafam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala bagran protokol dan
komunikasi pimpinan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan

b. penyiapan bahan pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol,
komunikasi pimplnan, dan dokumentasi;

d. pel,akseaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Umum yang berkaitan
dengan tugasnya

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. menJrusun rencana keglatan dan anggaran bagian

protokol dan komunikasi pimpinan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelai<sanaan tugas dalam bagian protokol dan
komunikasi pimpinan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;
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f. menyiapkan dan menyusun bahan pelaksanaan
kebijakan di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi;

g. menyiapi<an dan menyusun bahan
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan,
dan dokumentasi;

h. menyiapkan dan menyusun bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait protokoi, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi;

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang protokol dan
komunikasi pimpinan;

j. melaksanakan penlrusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

k. menyiapkan dan menlrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bagian protokol dan
komunikasi pimpinan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai sesuai dengan
bidang tuganya.

Pasal 49

(1) Subbagian Protokol dipimpin oleh kepala subbagian
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian,

pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah Daerah

di bidang protokol.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dirinci sebagai berikut:
a. menlrusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian protokol sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam subbagian protokol untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam subbagian protokol untuk
mengetahui perkembangan pelaksariaafl tug6s;

e. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;
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f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan
tugasnya;

g. melaksanakan tata protokoler dalam
penyambutan tamu pemerintah daerah;

dan menJrusun bahan koordinasi
dan/ atau fasilitasi keprotokolan;

i. menyiapkan dan menyusun bahan informasi acara
dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

j. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah
Daerah;

k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

l. menyusun rencana kegiatan dan pelayanan protokol
dalam acara kenegaraan dan acara daerah yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
m. melaksanakan inventarisasi dan

bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang protokol;

n. melaksanakan penJrusunan dan analisis data bahan
penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

dan men5rusun laporan hasil
kegiatan subbagian protokol; dan

bidang

rangka

h

o.

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan
oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5O

(1) Subbagian Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh kepala

subbagian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
perumusan,
pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah Daerah
di bidang komunikasi pimpinan;

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dirinci sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

subbagian komtmikasi pimpinan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;

mengawasi dan
pelaksanaan tugas dalam subbagian
pimpinan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

c.
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait
pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;

g. memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang
penyampaian informasi tertentu;

h. informasi dan penjelasan kepada
pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan
atau atas arahan pimpinan;

i. menghimpun dan mengolah informasi yang yang
bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan
Kepa1a Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

J dan bahan materi
rapat;

k. memfasilitasi dan kegiatan
Daerahdialog/audiensi Kepala Daerah dan Wakil

dengan Toko Masyarakat, Toko Agama,
Lembaga/Instansi Non pemerintah dan Organisasi
Kemasyarakatafl lainnya;

inventarisasi dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan
pimpinan;

masalah di bidang

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
penilaian Sasaran Ke4'a pegawai (SKB;

dan mer5rusun laporan hasil
kegiatan subb"san komunikasi

tugas-tugas lain yang di
oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 51

(1) Subbagian Dokumentasi pimpinan dipimpin oleh
subbagran mempunyat tugas pokok menyiapkan

l.

n
pelaksanaan
pimpinan; dan

o. melaksanakan

kepala
bahan

perumusan, pemfasilitasian,
pemantauan tlaur eValuasi kebijaliran pemerintah Daerah
di bidang dokumentasi pimpinan;

(2) T\rgas pokok dimaksud pada (1) dirinci
sebagq.i berikut:
a.

b.

men]rusun rencana kegiatan dan anggaran
subbagian dokumentasi pimpinan sebagai p"fr**
dalam pelaksanaan tugas;

dan memberi petunjuk
sehingga berjalan lancar;pelaksanaan tugas
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f.

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam subbagian dokumentasi
pimpinan untuk mengetahui
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

kegiatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

g. menJrusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

h. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

i. melaksanakan inventarisasi dan
bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah di bidang dokumentasi
pimpinan;

j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

dan men5rusun laporan hasil
kegiatan subbagian

pimpinan; dan
1. melaksanakan tugas kedinasan lain yarlg

diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragral 4

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 52

(l) Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh
kepala bagian mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan
perumusan kebiiakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebljakan
daerah di bidang perencanaan, keuangan dan
pelaporarr.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Perencanaan
dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan

kebijakan daerah di bidang perencanaan dan
anggaran, perbendaharaan dan verilikasi, dan
akuntansi, aset dan pelaporan;

k.
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b.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan
dan anggaran, perbendaharaafi dan verifikasi, dan
akuntansi, aset dan pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan keb[iakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tu.juan
kebijakan di bidang perencanaan dan anggaran;
perbendaharaan dan verifikasi, dan akuntansi,
aset dan pelaporan;

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan
tugasnya.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dirinci s6lagei berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran bagian

perencanaan dan anggaran sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga bedafan hncar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam bagran perencanaan dan
keuangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

dan men5rusun bahan
perumusan kebijakan daerah di

bidang perencanaan dan amggaran,
perbendaharaan dan verifikasi, dan akuntansi,
aset dan pelaporan;

c. dan menJrusun bahan
pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang perencanaan dan anggaran,
perbendaharaan dan verifrkasi, dan akuntansi,
aset dan pelaporan;

h. menyiapi<an dan menyusun bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tqjuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perencanaan dan anggaran, dan
verifikasi, dan aicuntansi, aset dan pelaporan;

i. melaksanakan inventarisasi dan
bahan-bahan dalam rangka

f.
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pemecahan masalah di bidang perencanaan dan
anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, dan
akuntansi, aset dan pelaporan;

j. melaksanakan penJrusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

k. menyiapkan dan men5rusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan
keuangan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahi<an oieh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 53

(1) Subagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh
kepala subbaeian mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan
perumusan kebtjai<an daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perencanaan.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dirinci sebagai berikut:
a. menJrusuri rencana kegiatan dan Ernggaran

subbbagian perencanaan dan anggaran sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam subbagian perencanaan
dan anggaran untuk mengetahui perkembangan
pelalsanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

dan menyusun bahan penJrusunan
perencanaan Sekretariat daerah yang meliputi
pen]rusunan rencana strategis (Renstra), rencana
ke{a (Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran
(Rr(A);

g. menyiapi<an dan menyusun bahan penginputan
rencana kerja Sekretariat Daerah;

h. melakukan koordinasi terkait penginputan SIMDA
INTEGRATED;

i. menyiapkan bahan fasilitasi
asistensi dan verifikasi RKA, DPA, DppA
Sekretariat Daerah;

b.

f.
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j. menSrusun perjanjian kine{a Sekretariat daerah;
k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan

bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang perencanaan dan
anggaran;

l. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Ke{a pegawai (SKP);

m dan men5nrsun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan
dan anggaran; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 54

(1) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi dipimpin
oleh kepala subbagian mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebljakan
daerah di bidang perbendaharaan dan verifrkasi.

(2) Tugas pokok sebegaimana dimaksud pada ayat (1)
dirinci sebagai berikut:
a. men5rusun rencana kegiatan dan anggaran

subbbagian perbendaharaan dan verifikasi
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan
pelaksanaan tugas dalam subbagian
perbendaharaan dan verifikasi untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. melalsanakan penatausahaan keuangan
Sekretariat daerah;

g. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi
keuangan dan anggaran dilingkungan Sekretariat
daerah;

h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran
di lingkungan Sekretariat daerah;

i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
j. meneiiti Surat Perintah Membayar (SpM)

sebelumUP/GU/FU beserta
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diproses untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);

k. meneliti Pengesahan Surat
(Pengesahan SPJ) dari masing-masing bagan
sebelum dilampirkan sebagai lampiran dana
berikutnya;

L memelihara dan mengarsip dokumen belanja
daerah yaitu Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) dan dokumen pendapatan daerah yaitu
Surat Tanda Setor (STS)

m. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahaa dalam rangka

pemecahan masalah di bidang perbendaharaan
dan verifikasi;

n. melaksanakan penyusunan dErn analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

o. menyiapkan dan menlrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian
dan verifikasi; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 55

(1) Subbagian Akuntansi, Aset, dan Pelaporan dipimpin
oleh kepala subbagian mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan
perumusan kebijai<an daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebljakan
daerah di bidang akuntansi, aset, dan pelaporan.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dirinci sebagai berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan dan anggaran

subbbagian akuntansi, aset, dan pelaporan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam subbagian akuntansi,

untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

aset, dan
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f. melaksanalan penataan akuntansi dan
Anggaran dan belanja

lingkup Sekretariat Daerah;
g. rnenrusun konsep keb{akan dan sistem

akuntansi keuangan;
h. melakukan penatausahaan keuangan sekretariat

daerah secara sistematis sesuai kronologis, yang
meliputi pembukuan/ pencatatan transaksi
belanja daerah (baik belanja langsung nraupun
belanja tidak langsung);

i, melaksanakan bmang milik
daerah pada Sekretariat daerah;j. men5rusun bahan laporan Kinerja Instansi

Sekretariat daerah;
k. menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja

Sekretariat daerah;
l. menyusun bahan laporan SPIP;
m. menJrusun bahan laporan keuangan Sekretariat

daerah;
n. melaksanakan inventarisasi dan

mengr.mpulkan bahan-bahan dalam rangka
masalah di bidang akuntansi, aset,

dan pelaporan;

_penJrusunan dan analisis data
Sasaran Keg'a pegawai (SKP);

o.
bahan penilaian

p. menyiapkan dan menJrusun laporan hasit
pelaksanaan kegiatan subb"gran akuntansi, aset,
dan pelaporan;

q. melaksanakan
diperintahkan
tugaonya,

Bagian Kelima

Jabatan Fungsional

Pasal 56

{l) Jabatan Fhngsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (e) adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan

(2) Pengakatan Jabatan F.ungsional pada Sekretaris Daerah
dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan
formasi, sesuai ketentuan peraturan
undangan

BAB V

TATA KER.JA

Pasal 57

(1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Baqian, Kepala
Subbagian, dalam menjalakan tugas dan fungsinya
berdasarkan kebiiakan umum yang ditetapkan oleh Bupati

dan
tugas kedinasan lain yang

oleh atasan sesuai dengan bidang

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
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(2) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala
Subbagian, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil
dalam lingkungan Sekretariat Daerah melaksanakan tlrgas
dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Undangan, serta menerapkan prinsip hirarki, koordinasi,
kerjasama, integrasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan elisiensi.

Pasal 58

(1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala
Subbogan, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil
dalam Lingkungan Sekretariat Daerah wajib mematuhi
petunjuk dan arahan pimpinan, serta
laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara
tepat waktu kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima Sekretaris Daerah, Asisten,
Kepala Bagian, Kepala Subb"giran, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai
bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis.

(3) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala
Subbagian, Lingkungan Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi, serta
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau
sesuai kebutuhan.

(4) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala
Subbagian, dalam Linglmngan Sekretaris
koordinasi dan kerjasama dengan instansi
pemerintah/swasta terkait dalam rangka
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
dinas

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pejabat
struktural pada Sekretariat Daerah tetap menjalankan tugas
dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural
pada Selretariat Daerah berdasarkafl Peraturari Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6O

Pada saat Peraturan Bup.ati ini mulai berlaku, maka;
a. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tal:un 2OL6

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas Pokok,
Fungsi, dan Rincian T[gas serta Tata Kerja Sekretariat
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Daerah Kabtrpaten 'loraja Utsra (Berita Daeratr Kahrpaten
Toraja Utara Tahrrn 2Ql6 Nomrr 48);

tr. Feraturan Bupati Toraje Utara l{rmor 76 trhun BOLT

tcntang Pc.rubafuEx atas trrcratu.ran hp"ti foruju Ut"urn

Nomor 47 Tahun A016 tcntsng Susunen Urganisasi,
I(edudrrkarr, TUges IrOkok, F\rngsi, drur Rirrt:inrr T\rg:'rn

sertu 'lhln Kerje Sekretariat Daernh Kahtrpatcn Toraja

Utara (Berita Daeirah Ifubupatcn Toraja Utara 'lhhun $ALT

Nomsr 76h darr
c. Peratruan Hupati TrrraJa lltara Nomor l0 fahul 2019

tentung Perubatran Kedua etes Perehrran Bupati Tor{a
Utera Nomor 47 Tahun 2Ol6 trmtang Bueunalr Organisasi,
Ke.dudukan, T\rgas lrokok, ffungor, dan Rindan Tlrgne

serta TaLa lftrj* Bekretariat Daeruh Kahup*rh:rt Toreja

Utura (tleritu Dgerah lftrhupetcn ToraJa l,ltara Tahun 2019

f'loaor 101,

dicntlrt dan dinyatal€r tidak herlaku,

Pasnl 6l

Perahrran Bupati ini mulai berlalm pada tanf,ggl
dir.urdaug&sg.

Agar setiap ot1*ng nrengetahuinya, memerintahtran
pcngundengn Perahrran Bupati ini dcngan Fcncmpetenn]ta
dalanr Eerita Dacratr l{abtrpaten Ttrnrja tJlara-

Ditrtapkan di ftanl.sptte
peda tanggnl l8 Desember 2019

TOI{AJA UI'AHA,

I}AJIMBOHAI{

Diundangkan di RantePao
pada tanggnl 1S Descmhcr 20 I9

DAERAH
UTARA,

TORA-IA UTANA TAI{UN 2019 NOMOR 52

.,t

D^ERATI I{/TEUPATEN
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